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Abstrak 
 
 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Anggaran 
terhadap Pengelolaan APBD Untuk Mewujudkan Kualitas Pertanggungjawaban Keuangan 
Kabupaten Garut. Metodologi penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif. Teknik analisis 
data yang digunakan adalah teknik analisis statistik dengan model analisis jalur (path analysis). 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Kebijakan Anggaran berpengaruh secara 
signifikan terhadap Pengelolaan APBD Untuk Mewujudkan Kualitas Pertanggungjawaban 
Keuangan Kabupaten Garut. 
 
Kata kunci: Pelaksanaan Kebijakan Anggaran, Pengelolaan APBD, Kualitas 
Pertanggungjawaban Keuangan. 

 
 
1. Pendahuluan 
 
Pertanggungjawaban keuangan Kabupaten Garut hingga tahun  2009 belum sepenuhnyadapat 
memuaskan berbagai pihak. Ketidakpuasan para pihak, yakni masyarakat, DPRD serta para 
stakeholder lain terkait dengan prinsip akuntansi pada anggaran, data yang secara periodik 
belum dipublikasikan, sertaaksesibiltas laporan yang rendah. 
Salah satu faktor yang menyebabkan pertanggungjawaban keuangan pemerintah Kabupaten 
Garut belum memuaskan para pihak diduga antara lain belum optimalnya pelaksanaan 
kebijakan anggaran yang dicirikan dengan belum maksimalnya sosialisasi kebijakan anggaran, 
tingkat kompetensi sumberdaya pegawai belum memenuhi harapan, keterbatasan pendanaan dan 
ketersediaan sarana penunjang, serta masih rendahnya tingkat koordinasi antar SKPD.   
Selain faktor belum optimalnya pelaksanaan kebijakan anggaran, masalah belum berkualitasnya 
pertanggungjawaban keuangan Kabupaten Garut juga dipengaruhi oleh factor pengelolaan 
APBD yang belum efektif. Hal ini terlihat dari capaian realisasi APBD Tahun 2009 yakni 
sebesar  98,71%, belanja pegawai yang mencapai hampir 50 % sedangkan belanja modal hanya 
sebesar 25 % dari keseluruhan pembiayaan daerah, keterlambatan transfer dana bantuan 
keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat ke kas daerah Kabupaten Garut dan SKPD pada 
akhir tahun anggaran selalu terlambat permintaan pembayaran pada pihak ketiga. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Anggaran terhadap 
Pengelolaan APBD Untuk Mewujudkan Kualitas Pertanggungjawaban Keuangan Kabupaten 
Garut. 
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2. Kerangka Teori 
 

2.1 Pelaksanaan Kebijakan Anggaran 
 

Pengertian pelaksanaan kebijakan menurut Wahab (dalam Iskandar, 2009:205) sebagai suatu 
proses melaksanakan keputusan kebijakan, yang biasanya dalam bentuk undang-undang, 
peraturan pemerintah, keputusan peradilan, perintah eksekutif atau dekrit presiden. Edwards III 
(dalam Iskandar, 2009: 221) menyatakan bahwa “suatu keberhasilan dan kegagalan 
implementasi atau pelaksanaan suatu kebijakan dapat dievaluasi dari empat dimensi kritis, yaitu 
komunikasi, sumberdaya, disposisi atau sikap, dan struktur birokrasi. 
 
2.2 Pengelolaan APBD 

 
Suparmoko (2009:61) mendefinisikan pengelolaan anggaran merupakan kemampuan yang 
berhubungan dengan usaha untuk mencapai tujuan anggaran dengan jalan menggunakan 
manusia dan berbagai sumber yang tersedia. Untuk mencapai standar kualitas yang ditetapkan 
maka anggaran harus dikelola dengan sebaik-baiknya yaitu dilaksanakan berdasarkan prinsip-
prinsip pengelolaan anggaran yang meliputi perencanaan anggaran, ratifikasi anggaran, 
pelaksanaan anggaran, serta pelaporan dan evaluasi (Spicer dan Bingham dalam Mardiasmo, 
2009:108-109). 

 
2.3 Kualitas Pertanggungjawaban Keuangan 

 
Kualitas pertanggungjawaban keuangan pemerintah ditentukan oleh kepuasan masyarakat 
terhadap laporan keuangan yang disampaikan. Instrumen utama dari kualitas 
pertanggungjawaban keuangan adalah anggaran pemerintah, data yang secara periodik 
dipublikasikan, laporan tahunan dan hasil investigasi dan laporan umum lainnya yang disiapkan 
oleh agen yang independen. Anggaran tahunan secara khusus mempunyai otoritas legal untuk 
pengeluaran dana publik, sehingga proses penganggaran secara keseluruhan menjadi relevan 
untuk manajemen fiskal dan untuk melaksanakan akuntabilitas keuangan dan pengendalian pada 
berbagai tingkat operasi (Shende dan Bennet, dalam Mardiasmo, 2009: 32) 
 
3. Metodologi 
 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan desain kuantitatif. Analisis data 
menggunakan teknik statistik dengan model analisis jalur (path analysis). Populasi penelitian 
adalah seluruh pegawai pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten 
Garut, seluruhnya berjumlah 203 orang. Teknik pengambilan sampel dengan teknik cluster 
randomsampling. Jumlah sampel adalah sebanyak 68 orang,danpengambilan data menggunakan 
angket dan wawancara. 
 
4. Pembahasan 
 
Rata-rata jawaban responden pada variabel Pelaksanaan Kebijakan Anggaran adalah 72,16 
persen dengan kriteria baik. Indikator dengan nilai persentase tertinggi ada pada item “Terdapat 
tugas-tugas dan prosedur-prosedur yang rutin dalam rangka pelaksanaan kebijakan anggaran”, 
sebesar 80 persen dengan kriteria baik. Sedangkan persentase terendah terdapat pada item 
“Anggaran untuk menerapkan kebijakan tersedia memadai” sebesar 54,71 persen dengan 
kriteria Cukup Dimensi dengan rata-rata jawaban tertinggi terdapat pada dimensi komunikasi 
dengan persentase sebesar 76,03 persen dan dimensi dengan persentase terendah yakni dimensi 
sumberdaya dengan persentase sebesar 65,51persen. Masalah yang ditemukan berdasarkan hasil 
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penelitian pada variabel Pelaksanaan Kebijakan Anggaran adalah kurangnya anggaran, 
kurangnyakompetensi SDM dan kurangnya koordinasi kebijakan. 
Rata-rata jawaban responden pada variabel pengelolaan APBD adalah baik yaitu sebesar 75,80 
persen. Indikator dengan nilai persentase tertinggi ada pada item “Hasil pembahasan terhadap 
APBD yang diajukan menghasilkan revisi/perubahan-perubahan dan segera ditindaklanjuti 
dengan melakukan perubahan-perubahan anggaran”, sebesar 80,59 persen dengan kriteria baik. 
Sedangkan persentase terendah terdapat pada item “Setiap bulan penggunaan serta progress 
anggaran selalu disusun ke dalam  neraca anggaran” sebesar 67,35 persen dengan kriteria 
Cukup. Dimensi dengan rata-rata jawaban tertinggi terdapat pada dimensi pelaksanaan dengan 
persentase sebesar 78,01 persen dan dimensi dengan persentase terendah yakni dimensi 
pelaporan dan evaluasi dengan persentase sebesar 72,18 persen. Masalah yang ditemukan 
berdasarkan hasil penelitian pada variabel Pengelolaan APBD adalah kemampuan 
menginventarisasi biaya-biaya pembangunan masih kurang dan pembuatan neraca bulanan 
belum rutin. 
Rata-rata jawaban responden pada variabel kualitas pertanggungjawaban keuangan adalah baik 
yaitu sebesar 73,25 persen. Indikator dengan nilai persentase tertinggi ada pada item 
“Pelaksanaan pemeriksaan meliputi penilaian prosedur, mekanisme dan bukti-bukti (SPJ) dan 
lain-lain yang terkait”, sebesar 83,82 persen dengan kriteria baik. Sedangkan persentase 
terendah terdapat pada item “Hasil penilaian badan independen diumumkan secara terbuka” 
sebesar 62,65 persendengan kriteria Cukup. Dimensi dengan rata-rata jawaban tertinggi terdapat 
pada dimensi otoritas legal penggunaan dana publik dengan persentase sebesar 77,13 persen dan 
dimensi dengan persentase terendah yakni dimensi penyajian laporan tahunan dengan persentase 
sebesar 67,73 persen. Masalah yang ditemukan berdasarkan hasil penelitian pada variabel 
Kualitas Pertanggungjawaban Keuangan adalah masih kurangnya keterbukaan laporan 
pertanggungajawaban keuangan, perencanaan keuangan, hasil penilaian badan independen dan 
aksesibilitas laporan keuangan daerah dan publikasi data belum maksimal 
 
 
5. Kesimpulan 

 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Kebijakan Anggaran berpengaruh secara 
signifikan terhadap Pengelolaan APBD untuk mewujudkan Kualitas Pertanggungjawaban 
Keuangan sebesar  51,95 persen, dengan korelasi sebesar 0,72 artinya ada pada tingkat 
hubungan kuat. 
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